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PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Bln.

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 
Pengadilan  Negeri  Batulicin  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara

perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam

perkara permohonan atas nama:

Siti  Wahyuni,  tempat  dan  tanggal  lahir  Satui,  13 Pebruari 1977,  jenis

kelamin perempuan, bertempat tinggal di Karang Indah

R.T.  001/R.W.  001 Desa  Karang  Indah,  Kecamatan

Angsana,  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

 Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

 Setelah mendengarkan Pemohon;

 Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Batulicin,  18 Januari 2018 yang  didaftarkan  pada  kepaniteraan  Pengadilan

Negeri  Batulicin pada  tanggal  18 Januari 2018 di bawah  register  nomor

20/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan  permohonan  dengan  alasan-alasan

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi melangsungkan perkawinan dengan Suami

Pemohon  bernama  MASKUR  GOBEL pada  tanggal  03  Oktober  2002

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 392/08/X/2002, yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru

tertanggal 07 Oktober 2002;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah

melahirkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur masing-masing

bernama:

ANISA SALSABILA GOBEL, dilahirkan di Karang Indah, pada tanggal 28

Oktober  2003,  jenis  kelamin  Perempuan,  tercatat  dalam  Kutipan  Akta

Kelahiran  Nomor  92/UM/CATPIL-TB/XI/2003  yang  dikeluarkan  oleh
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Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu,

pada tanggal 21 November 2003;

MUHAMMAD FAHRI GOBEL, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 28

September  2007,  jenis  kelamin  Laki-laki,  tercatat  dalam  Kutipan  Akta

Kelahiran Nomor 5316/IST/CSL-TB/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Tanah Bumbu, pada

tanggal 11 November 2008; 

3. Bahwa  pada  tanggal  29  Maret  2008  suami  Pemohon  yang  bernama

MASKUR  GOBEL  meninggal  dunia  dikarenakan  kecelakaan  kerja

sebagaimana  diterangkan  dalam  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor:

147.1/258/PEM  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Mekar  Jaya  Pada

tanggal 5 April 2008;

4. Bahwa sejak suami Pemohon tersebut meninggal dunia hingga saat ini,

anak-anak Pemohon hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah mengasuh dan membesarkan anak-anak Pemohon

tersebut  dengan  penuh  kasih  sayang  dan  cinta,  serta  berusaha

memenuhi semua kebutuhannya;

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon ada memiliki

harta bersama dengan almarhum suami Pemohon yaitu sebidang tanah

dengan  Nomor  Sertifikat  Hak  Milik  SHM  14344  atas  nama  MASKUR

GOBEL  yang  terletak  di  Kelurahan  Guntung  Manggis,  Kecamatan

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur

tanggal 6 Desember 2016 Nomor 9217/am/2016 Luas 130 M2;

7. Bahwa  Pemohon  bermaksud  untuk  menjual  sebidang  tanah  dengan

Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 14344 atas nama MASKUR GOBEL yang

terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 6 Desember

2016 Nomor 9217/am/2016 Luas 130 M2 tersebut kepada orang lain;

8. Bahwa karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka yang menjadi

ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama

ANISA SALSABILA GOBEL, MUHAMMAD FAHRI GOBEL. Karena anak-

anak Pemohon tersebut masih di bawah umur maka untuk keperluan jual-

beli tersebut diwakilkan kepada Pemohon sebagai ibunya dan juga agar

perbuatan  Pemohon  ini  diketahui  oleh  keluarga  sehingga  tidak

menimbulkan kesalahfahaman di kemudian hari;

9. Bahwa karena itulah  Pemohon minta  untuk  ditetapkan suatu  perwalian

untuk anak-anak Pemohon karena uang hasil jual beli tersebut Pemohon
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perlukan  untuk  kelangsungan  hidup  anak-anak  Pemohon  dan  sudah

merupakan haknya sebagai ahli  waris  dari  orang tua kandungnya yang

telah meninggal dunia;

10. Bahwa  untuk  Penetapan  Perwalian  tersebut  adalah  kewenangan

Pengadilan Negeri dan dapat terealisir dengan suatu penetapan;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas,  Pemohon mohon pada

Ketua  Pengadilan  Negeri  Batulicin Cq.  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini

berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan  sah  menurut  hukum bahwa  Pemohon yang  bernama SITI

WAHYUNI  merupakan  wali  bagi  anak-anak  Pemohon  yang  bernama

ANISA SALSABILA GOBEL, MUHAMMAD FAHRI GOBEL;

3. Menyatakan  sah  menurut  hukum  bahwa  Permohonan  Perwalian  anak

Pemohon  yang  bernama  ANISA  SALSABILA  GOBEL,  MUHAMMAD

FAHRI GOBEL diperlukan untuk proses jual beli sebidang tanah dengan

Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 14344 atas nama MASKUR GOBEL yang

terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 6 Desember

2016 Nomor 9217/am/2016 Luas 130 M2;

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon

datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat

permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  di  persidangan  mengajukan  bukti-bukti

surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Wahyuni, S.P., yang telah

dibubuhi  materai  secukupnya  dan  disesuaikan  dengan  aslinya  di

persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316/IST/CSL-TB/XI/2008, yang

dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11

Nopember 2008 atas nama Muhammad Fahri Gobel, yang telah dibubuhi
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materai  secukupnya  dan  disesuaikan  dengan  aslinya  di  persidangan

ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 96/UM/CATPIL-TB/XI/2003, yang

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan

Sipil  Kabupaten  Tanah  Bumbu  tanggal  21  November  2003  atas  nama

Anisa  Salsabila  Gobel, yang  telah  dibubuhi  materai  secukupnya  dan

disesuaikan  dengan  aslinya  di  persidangan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/08/X/2002 tertanggal 7 Oktober

2002  antara  Maskur  Gobel  dengan  Siti  Wahyuni,  yang  telah  dibubuhi

materai  secukupnya  dan  disesuaikan  dengan  aslinya  di  persidangan

ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  63130104400001092  dengan  Kepala

Keluarga  Maskur  Gobel, yang  telah  dibubuhi  materai  secukupnya  dan

disesuaikan  dengan  aslinya  di  persidangan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi  Salinan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Batulicin  Nomor

0214/Pdt.P/2017/PA Blcn tertanggal 28 Agustus 2017 Masehi/6 Zulhijjah

1438 Hijriyah dengan Siti Wahyuni Binti Singgih Hadi Mulyono, yang telah

dibubuhi  materai  secukupnya  dan  disesuaikan  dengan  aslinya  di

persidangan ternyata sesuai dengan asilnya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 14344 atas nama Maskur Gobel yang

terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Ukur tanggal 6 Desember

2016  Nomor  9217/am/2016  Luas  130  M2 yang  diterbitkan  oleh  Kantor

Pertanahan Kota Banjarbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan

disesuaikan  dengan  aslinya  di  persidangan  ternyata  sesuai  dengan

asilnya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang,  bahwa  Pemohon di  persidangan mengajukan  Saksi-saksi

sebagai berikut:

1. Saksi  Rahmad Prayoga  dibawah  sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga

Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan  suaminya  yang  bernama

Maskur Gobel;
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 Bahwa dalam perkawinannya, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak,

yaitu anak pertama perempuan bernama Anisa Salsabila Gobel dan

anak kedua laki-laki yang bernama Muhammad Fahri Gobel;

 Bahwa suami Pemohon Maskur Gobel telah meninggal dunia karena

kecelakaan kerja pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008;

 Bahwa  Pemohon  mengurus  permohonan  ini  ke  pengadilan  agar

dapat menjual tanah dan bangunan tersebut kepada orang lain untuk

membiayai pendidikan dan kelangsungan hidup serta jaminan masa

depan bagi kedua anaknya yang masih kecil dan masih bersekolah;

 Bahwa  sejak  suami  Pemohon  tersebut  meninggal  dunia  sampai

dengan saat ini,  kedua anak Pemohon hidup dan tinggal  bersama

dengan Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  telah  mengasuh  dan  membesarkan  anak-anak

Pemohon  tersebut  dengan  penuh  kasih  sayang  dan  cinta,  serta

berusaha memenuhi semua kebutuhannya;

 Bahwa Anisa Salsabila Gobel pada saat ini sedang menimba ilmu di

Pondok  Pesantren  Walisongo  Banjarbaru  dan  rencananya  akan

melanjutkan studinya  pada pondok pesantren di  Jawa,  sedangkan

Muhammad Fahri Gobel sedang bersekolah di SDN I Karang Indah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi  M.  Arhsanul  Umam Asamaroni  dibawah  sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga

Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan  suaminya  yang  bernama

Maskur Gobel;

 Bahwa dalam perkawinannya, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak,

yaitu anak pertama perempuan bernama Anisa Salsabila Gobel dan

anak kedua laki-laki yang bernama Muhammad Fahri Gobel;

 Bahwa suami Pemohon Maskur Gobel telah meninggal dunia karena

kecelakaan kerja pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008;

 Bahwa  Pemohon  mengurus  permohonan  ini  ke  pengadilan  agar

dapat menjual tanah dan bangunan tersebut kepada orang lain untuk

membiayai pendidikan dan kelangsungan hidup serta jaminan masa

depan bagi kedua anaknya yang masih kecil dan masih bersekolah;
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 Bahwa  sejak  suami  Pemohon  tersebut  meninggal  dunia  sampai

dengan saat ini,  kedua anak Pemohon hidup dan tinggal  bersama

dengan Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  telah  mengasuh  dan  membesarkan  anak-anak

Pemohon  tersebut  dengan  penuh  kasih  sayang  dan  cinta,  serta

berusaha memenuhi semua kebutuhannya;

 Bahwa Anisa Salsabila Gobel pada saat ini sedang menimba ilmu di

Pondok  Pesantren  Walisongo  Banjarbaru  dan  rencananya  akan

melanjutkan studinya  pada pondok pesantren di  Jawa,  sedangkan

Muhammad Fahri Gobel sedang bersekolah di SDN I Karang Indah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi  Wawan Iskandar  dibawah  sumpah pada pokoknya  menerangkan

sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu

Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan  suaminya  yang  bernama

Maskur Gobel;

 Bahwa dalam perkawinannya, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak,

yaitu anak pertama perempuan bernama Anisa Salsabila Gobel dan

anak kedua laki-laki yang bernama Muhammad Fahri Gobel;

 Bahwa suami Pemohon Maskur Gobel telah meninggal dunia karena

kecelakaan kerja pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008;

 Bahwa  sebidang  tanah  yang  disebut  dalam  P-7  merupakan  harta

Pemohon  dan  suaminya,  yang  rencananya  akan  dijual  oleh

Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  mengurus  permohonan  ini  ke  pengadilan  agar

dapat menjual tanah dan bangunan tersebut kepada orang lain untuk

membiayai pendidikan dan kelangsungan hidup serta jaminan masa

depan bagi kedua anaknya yang masih kecil dan masih bersekolah;

 Bahwa selain demi kelangsungan hidup dan masa depan kedua anak

Pemohon, hasil penjualan tanah tersebut sebagian rencananya akan

diwaqafkan  oleh  Pemohon  atas  nama  suami  Pemohon  Almarhum

Maskur  Gobel  kepada  pengurus  Pondok  Pesantren  Walisongo  di

Banjarbaru, tempat anak Anisa Salsabila Gobel menimba ilmu pada

saat ini; 
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 Bahwa  sejak  suami  Pemohon  tersebut  meninggal  dunia  sampai

dengan saat ini,  kedua anak Pemohon hidup dan tinggal  bersama

dengan Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  telah  mengasuh  dan  membesarkan  anak-anak

Pemohon  tersebut  dengan  penuh  kasih  sayang  dan  cinta,  serta

berusaha memenuhi semua kebutuhannya;

 Bahwa Anisa Salsabila Gobel pada saat ini sedang menimba ilmu di

Pondok  Pesantren  Walisongo  Banjarbaru  dan  rencananya  akan

melanjutkan studinya  pada pondok pesantren di  Jawa,  sedangkan

Muhammad Fahri Gobel sedang bersekolah di SDN I Karang Indah;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  bukti  P-6  karena  juga  dihadirkan  oleh

Pemohon  sebagai  Saksi  dalam  perkara  tersebut,  bersama-sama

dengan Ibu Pemohon;

 Bahwa Pengadilan Agama Batulicin telah menetapkan Pemohon dan

kedua anaknya sebagai ahli waris Almarhum Maskur Gobel;

 Bahwa perkara dalam bukti  P-6 tersebut  Pemohon ajukan kepada

Pengadilan Agama Batulicin karena atas petunjuk dari BPN pada saat

Pemohon akan  melakukan  balik  nama dalam sertifikat  atas  nama

Almarhum Maskur Gobel;

 Bahwa Saksi  mengetahui  sudah ada orang yang hendak membeli

tanah tersebut;

 Bahwa  keluarga  yang  lain  sudah  mengetahui  rencana  Pemohon

untuk menjual tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan dengan

Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  ini  karena  petunjuk

Notaris  di  Banjarbaru  yang  menangani  proses  jual  beli  tanah

Pemohon ini, katanya Pemohon harus menjadi wali dengan putusan

Pengadilan  Negeri  terlebih  dahulu  sebelum  bisa  menyelesaikan

proses jual belinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  segala  sesuatu  yang  termuat  dalam

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
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Menimbang,  bahwa  akhirnya  Pemohon menyatakan  tidak  ada  hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidak-tidaknya tidak

disangkal  maka  menurut  hukum  harus  dianggap  terbukti  hal-hal  sebagai

berikut:
 Bahwa  Pemohon dan Maskur  Gobel  merupakan pasangan suami isteri

berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  392/08/X/2002  tertanggal  7

Oktober  2002  yang  diterbitkan oleh  KUA Kecamatan  Satui,  Kabupaten

Kotabaru;
 Bahwa Pemohon dan Maskur Gobel  dalam perkawinannya dikaruniai  2

(dua) anak yaitu yang pertama anak perempuan bernama Anisa Salsabila

Gobel,  lahir  di  Karang Indah pada tanggal  28  Oktober  2003 dan yang

kedua  anak  laki-laki  bernama  Muhammad  Fahri  Gobel,  lahir  di  Tanah

Bumbu pada tanggal 28 September 2007;
 Bahwa suami  Pemohon meninggal  dunia  pada tanggal  29  Maret  2008

akibat kecelakaan kerja;
 Bahwa  berdasarkan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Batulicin  Nomor

0214/Pdt.P/2017/PA Blcn. tertanggal 28 Agustus 2017 Masehi/6 Zulhijjah

1438 Hijriyah dengan Siti Wahyuni Binti Singgih Hadi Mulyono, Pemohon

sebagai Janda Almarhum Maskur Gobel, Anisa Salsabila Gobel sebagai

anak perempuan kandung Almarhum Maskur Gobel dan Muhammad Fahri

Gobel sebagai anak laki-laki kandung Almarhum Maskur Gobel ditetapkan

sebagai Ahli Waris dari Almarhum Maskur Gobel;
 Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan suami memiliki harta bersama

berupa sebidang tanah berdasarkan  Sertipikat  Hak Milik  Nomor  14344

atas nama Maskur Gobel yang terletak di  Kelurahan Guntung Manggis,

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan,

Surat Ukur tanggal 6 Desember 2016 Nomor 9217/am/2016 Luas 130 M2

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pengadilan  akan  mempertimbangkan

petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  petitum  permohonan  angka  1  pada

pokoknya  meminta  agar  permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan,  maka

petitum  angka  1  tersebut  akan  dipertimbangkan  terakhir  setelah

mempertimbangkan petitum lainnya;
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Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3

berbunyi: 
2. Menyatakan  sah  menurut  hukum bahwa  Pemohon yang  bernama SITI

WAHYUNI  merupakan  wali  bagi  anak-anak  Pemohon  yang  bernama

ANISA SALSABILA GOBEL, MUHAMMAD FAHRI GOBEL;
3. Menyatakan  sah  menurut  hukum  bahwa  Permohonan  Perwalian  anak

Pemohon  yang  bernama  ANISA  SALSABILA  GOBEL,  MUHAMMAD

FAHRI  GOBEL diperlukan  untuk  proses  jual  beli  sebidang  tanah  dan

bangunan  dengan  Nomor  Sertifikat  Hak  Milik  SHM  14344  atas  nama

MASKUR  GOBEL  yang  terletak  di  Kelurahan  Guntung  Manggis,

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan,

Surat Ukur tanggal 6 Desember 2016 Nomor 9217/am/2016 Luas 130 M2;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  menguatkan  dalil-dalil

permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-

7,  dan  Saksi-saksi  yang  bernama  Rahmad  Prayoga,  M.  Arhsanul  Umam

Asamaroni  dan  Wawan  Iskandar  yang  terlebih  dahulu  diambil  sumpahnya

sebelum memberikan keterangan di persidangan;
 
Menimbang, bahwa Almarhum Maskur Gobel semasa hidupnya menikah

dengan  Pemohon  dan  dalam perkawinannya  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak

yaitu: 
1. Anisa Salsabila Gobel, anak pertama perempuan, lahir di Karang Indah,

Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Oktober 2003;
2. Muhammad Fahri Gobel, anak kedua laki-laki, lahir di Tanah Bumbu pada

tanggal 28 September 2007 (sesuai bukti P-2. P-3, dan P-4);

Menimbang,  bahwa  kemudian  berdasarkan  bukti  P-6  yang  berupa

salinan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Batulicin  Nomor  0214/Pdt.P/2017/PA

Blcn. tertanggal 28 Agustus 2017 Masehi/6 Zulhijjah 1438 Hijriyah dengan Siti

Wahyuni Binti Singgih Hadi Mulyono, pada pokoknya Pemohon sebagai Janda

Almarhum  Maskur  Gobel,  Anisa  Salsabila  Gobel  sebagai  anak  perempuan

kandung Almarhum Maskur Gobel dan Muhammad Fahri Gobel sebagai anak

laki-laki kandung Almarhum Maskur Gobel ditetapkan sebagai Ahli Waris dari

Almarhum Maskur Gobel  yang meninggal  dunia pada hari  Sabtu tanggal  29

Maret 2008 karena kecelakaan kerja;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di

persidangan  Pemohon  dan  suami  memiliki  harta  bersama  berupa  sebidang

tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 14344 atas nama Maskur Gobel
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yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Ukur tanggal 6 Desember 2016

Nomor 9217/am/2016 Luas 130 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Kota Banjarbaru (sesuai bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Maskur Gobel telah meninggal dunia,

maka  berdasarkan  bukti  P-6  harta  benda  yang  telah  diperoleh  Almarhum

Maskur  Gobel  dan  Pemohon  diberikan  kepada  Pemohon  sebagai  istri  dan

anak-anaknya yaitu Anisa Salsabila Gobel dan Muhammad Fahri Gobel sebagai

ahli waris Almarhum Maskur Gobel;

Menimbang,  bahwa  dalam  bukti  P-7  pada  pokoknya  tercatat  bahwa

nama yang  berhak adalah Maskur  Gobel,  kemudian berdasarkan pewarisan

sebagaimana  salinan  Penetapan  dari  Pengadilan  Agama  Batulicin  Nomor

0214/Pdt.P/2017/PA Blcn. tanggal 28 Agustus 2017 maka nama yang berhak

beralih kepada Siti  Wahyuni  (Pemohon),  Anisa Salsabila Gobel  Binti  Maskur

Gobel dan Muhammad Fahri Gobel Bin Maskur Gobel; 

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan mempergunakan uang

tersebut  dari  masa  depan  anak-anaknya  dan  untuk  membiayai  pendidikan

kedua anaknya yang masih bersekolah dan masih dibawah umur (atau belum

dewasa) yaitu Anisa Salsabila Gobel dan Muhammad Fahri Gobel;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan

(2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu  “Anak

yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah

melangsungkan  perkawinan  ada  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama

mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya.”  dan  “Orang  tua  mewakili  anak

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”;
Menimbang, bahwa selain itu ada 3 (tiga) jenis perwalian berdasarkan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, satu di  antaranya yaitu  sebagaimana

yang  ditentukan  dalam  Pasal  345  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,

“apabila  salah  satu  dari  kedua  orang  tua  meninggal  dunia,  maka perwalian

terhadap anak-anak kawin  yang  belum dewasa,  demi  hukum dipangku oleh

orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat

dari kekuasaan orang tuanya.”;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal di atas meskipun Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dianggap bukan sebagai  undang-undang melainkan

sebagai  suatu  dokumen  yang  menggambarkan  suatu  kelompok  hukum  tak

tertulis,  namun  dalam  masalah-masalah  tertentu  yang  tidak  diatur  oleh
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ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  untuk  kepentingan  para

Pencari keadilan, masih perlu dijadikan landasan atau pedoman hukum yang

dikelompokkan sebagai hukum tidak tertulis,  sebagaimana diamanatkan oleh

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1963;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pula terungkap fakta kekuasaan

Pemohon sebagai orang tua dicabut dengan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa oleh

karena  kedua  anak  Pemohon  dan  Almarhum  Maskur  Gobel  yaitu  Anisa

Salsabila  Gobel  dan  Muhammad  Fahri  Gobel  belum  dewasa  dan  oleh

karenanya  belum  mampu  melakukan  perbuatan  hukum,  maka  demi

kepentingan  kedua  anak  yang  belum  dewasa  tersebut  sudah  seharusnya

Pemohon sebagai  ibu kandungnya  ditetapkan sebagai  wali  dari  kedua anak

tersebut;

Menimbang,  bahwa  mengenai  permohonan  yang  diajukan  Pemohon,

Pengadilan  memang  dibolehkan  untuk  mengadili  permohonan  untuk

memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang

diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang

yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda,

baik  itu  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  (2)  permohonan  untuk

menetapkan  status  keahliwarisan  seseorang,  dan  (3)  permohonan  untuk

menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus

diajukan  dalam  bentuk  gugatan,  sehingga  Hakim  berpendapat  bahwa

Pengadilan  Negeri  Batulicin  berwenang  untuk  mengadili  permohonan

Pemohon;

Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat  dengan  permohonannya  ini

Pemohon bermaksud untuk memberikan jaminan atas keberlangsungan masa

depan dari anak-anaknya sebagai hasil perkawinannya dengan suami dan tidak

untuk  kepentingan  lain  yang  dapat  mengakibatkan  Pemohon  melakukan

pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa terutama lagi apabila dikaitkan dengan anak-anak

Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, maka maksud permohonan yang

diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang

anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang,  bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan

dihubungkan  dengan  bukti  surat  serta  para  Saksi  di  persidangan  Hakim
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menarik  kesimpulan  bahwa  tujuan  atau  maksud dari  permohonan Pemohon

bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena

Pemohon hanya bermaksud untuk memberikan masa depan yang layak bagi

anak keturunannya;

Menimbang,  bahwa Pasal  20 Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23

Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan,  “Negara,  pemerintah,

masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  26  Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  setiap

orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk,  “a.  mengasuh,

memelihara, mendidik dan melindungi  anak, b. menumbuhkembangkan anak

sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  mempelajari  permohonan  yang

diajukan  Pemohon  dapat  disimpulkan  apa  yang  dilakukan  oleh  Pemohon

merupakan  suatu  bentuk  tanggung  jawabnya  sebagai  orang  tua  untuk

memberikan jaminan bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak

dari  anak-anak  Pemohon  tersebut  dapat  berjalan  dengan  lancar  tanpa  ada

suatu  hambatan  apapun,  sehingga  anak  dapat  bertumbuh  kembang  sesuai

dengan  kemampuan,  bakat  dan  minatnya,  dan  Hakim  berpendapat  bahwa

bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen

negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud menjual sebidang

tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 14344 atas nama Maskur Gobel

yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Ukur tanggal 6 Desember 2016

Nomor 9217/am/2016 Luas 130 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Kota  Banjarbaru  tersebut  untuk  kepentingan  masa  depan  anak-anaknya

termasuk  biaya  pendidikan  anaknya  yang  masih  dibawah  umur  dan  biaya

kelangsungan hidup sehari-hari,  maka permohonan Pemohon untuk menjadi

wali bagi kedua anak-anaknya dalam hal jual beli sebidang tanah sebagaimana
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dimaksud dalam bukti  P-7 tersebut  cukup beralasan dan tidak bertentangan

dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut

diatas,  maka  sudah  sepatutnya  permohonan  Pemohon  tersebut  dikabulkan

dengan  diadakan  perubahan  pada  petitum  seperti  tercantum  pada  diktum

penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah

dikabulkan, serta melihat syarat  dari  perkara itu sendiri  yang  voluntair maka

wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul

dalam  perkara  ini,  dan  dengan  demikian  petitum  permohonan  angka  4

dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka

2,  3  dan  4,  maka  petitum  permohonan  angka  1  dengan  sendirinya  telah

dikabulkan;

Memperhatikan,  Pasal  47  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  20  dan  Pasal  26  Ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345

Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, dan  peraturan  perundang-undangan

lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pemohon sebagai wali terhadap kedua anaknya yang masih

dibawah umur  yang  lahir  dari  perkawinan Pemohon dengan Almarhum

Maskur Gobel, yaitu Anisa Salsabila Gobel dan Muhammad Fahri Gobel

khusus  dalam hal  jual  beli  sebidang  tanah  sesuai  Sertipikat  Hak  Milik

Nomor  14344  atas  nama  Maskur  Gobel  yang  terletak  di  Kelurahan

Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi

Kalimantan  Selatan,  Surat  Ukur  tanggal  6  Desember  2016  Nomor

9217/am/2016 Luas 130 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota

Banjarbaru;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang

sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp421.000,00 (empat  ratus

dua puluh satu ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami

Chahyan  Uun  Pryatna,  S.H.  Hakim pada Pengadilan  Negeri  Batulicin,  yang

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

itu  juga  oleh  Hakim  tersebut  dengan  dibantu  Amri,  S.H.  sebagai  Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

                           ttd

Amri, S.H.

Hakim,

ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:
1. Pendaftaran---------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK-------------------------------------------------------------------------------------Rp. 50.000,00
3. Panggilan & PNBP-------------------------------------------------------------------------------------Rp. 330.000,00
4. Redaksi---------------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 5.000,00
5. Materai----------------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 6.000,00

Jumlah----------------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 421.000,00

Terbilang: empat ratus dua puluh satu ribu rupiah;--------------------------------------------
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